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Bansos Fiktif Ialani

* Terdakwa Pilih Tak Aiukan Eksepsi

DENPASA& NusaBali
Anggota Fraksi Gerindra

DPRD Klungkung, I WaYan
Kicen Adnyana, 56, menjalani
sidang perdana di Pengadilan
Tipikor Denpasar, Pabu (26 / 7)
siang selaku terdaliwa tersang-
ka lcisus dugaan korupsi dana
bansos fiktif Rp 200 jua. Sang
anggota Dewan disirlangkan
bersama dua anak kandungnYa
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faksa Penuntut Umum (f PU)
dari Kejari Klungkung Meyer
V Simanjuntak cs. Persidangan
berlangsung singkat hanya 30
menit hingga pukul 13.30 Wia.

Sedangkan kedua anak sang
anggota Dewan, I(adek Endang
Astiti dan Ketut lGisniaAdipuFa,
yang disidangkan dalam berkas
terpisah, baru memulai sidang
sekitar pukul 13.30 Wita, juga
hanya berlangsung 30 menit
hingga pukul 14.00 Wita. Per-
sidangan terdakwa kakak adik
ini ditangani majelis hahm pim-
pinan Ni Wayan Sukereni, den-
gan f PU Meyer Simanjuntak cs.

Dalam surat dakwaanny4 f PU
Meyer Simanjuntak mendalaara
Kicen Adnyana setagai anggota
legislatif memiliki peran mem-
fasilitasi bansos fiktif senilai Rp
200 juta yang diajukan anak
bungsuny4 Ketut Ifisnia Adipu-
tra, tthun 2014. Bansos fiktifRp
200 iuta yang diajukan ke Bu-
pati Klunglamg ini untuk pemba-
rttunan Merajan Sri Arya Iftesna
IGpakisan di rumah terdakwa
kdwasan Banjar Anjingarl Desa
Pakranan Getakan Kecamatan
Ban jafiilgkan, Klungkung.

Bansos Rp 200 juta tersebut
aldrirnya dicairkan tahun 2015
melalui BPD Cabang Klungkung.
Namun, setelah dana bansos cair,
pembangunan rnerajan tidakkun-
jungtere4lisasi. "Sebelumnya, Tim
Monev (Monitoring dan Evaluasi)
Pemkab Klungkungdan BPKP su-
dah mengecek langsung ke lokasl
namun pembangunan merajan
tersebut memang tidak ada Aki-
baurya negara dirugikan sebesar
Rp 200 iuta'i beber fPU Meyer
Simanjuntalq yang notabene Iksi
Tindak Pidana Khusus (Pidsus)
I}iari Klunglctttg

Akibat perbuatannya, ter-
dalnn'a Kicen Adnyana dijerat
Pasal2 ayat 1UU No 31T*tun
1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi, jo Pasal
55 avat 1ke-1 KUHP. Kemudian
dakwaan subsider sezuai Pasal
2 ayatL jo Pasal 56 ayat 1 KUH-
P, dan dakwaan primer kedua
pelanggaran atas Pasal 3 aYatL
UU No 31 Tahun tj99 jo Pasal

55 ayat 1 KUHP, subsider Pasal
3 ayat 1 jo pasal 56 ayat 1 KUHP.
Sang anggota Dewan terancam
hukuman minimal 4 tahun dan
maksimal 20 tahun plis denda
minimal Rp 200 juta rupiah dan
mal<simal Rp 1 miliar.

Sementara itu, dalam dak-
waan untuk terdakwa kakak
adik Kadek Endang Astiti dan
Ketut Krisnia Adiputra, JPU
mendakwa terdakwa Krisnia
Adiputra sebagai awal perkara.
Iksus ini berawal ketika Itisnia
Adiputra selaku Ketua Panitia
Pembangunan Merajan Sri Arya
Kresna Kepahsan mengajukan
proposal fikrif bernomor DL/PP
MSAKK/VIII2O14 kepada Bupati
Klungkung.

Dalam proposal fi ktif bernilai
Rp 305.400.000 atau Rp 305,40
juta itu, terdakwa lftisniaAdipu-
tra memalsukan tandatangan
kakaknya I Komang Raka Wid-
nyana, yang diajukan sebagai
Sekretaris Panitia Pembangunan
Merajan Sri Arya lfesna Kepaki-
san. Bukan hanya itu, terdalaua
Krisnia Adiputra juga memal-
sukan tandatangan Kepala Desa
(Perbekel) Getakan, Dewa Ketut
Widana, serta tandatangan be-
berapa warga Desa Getakan
yang diajukan sebagai Panitia
Pembangunan Merajan Sri Arya
Kresna Kepakisan

Proposal fiktif tersebut lalu
difasilitasi ayahnya, terdakwa
Kicen Adnyana, selaku ang-
gora DPRD Klungkung. "Pro-
posal tersebut akhirnya disetujui
Pemkab Klungkung sebesar Rp
200 juta, sgsuai Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 0041I/
SPZD-Blft/201S tanggal 7 April
2015," jelas fPU. Terdakwa En-
dang Astiti selaku Bendahara
Panitia Pembangunan fvtspaia n
Sri Ar1la Kresna Kepakisarl ber-
peran mencairkan dana bansos
fiktiftersebut

Namurl karena hingga 1 Ma.
ret20l6 pembangunan n Mera-
ian Sri Arya lGesna Kepakisan
tak kunjung terelisasi, akhirnya
bansos fiktif ini menjadi temuan
Tim Monev Pemkab Klungkung
dan BPKP. Dari hasil perhitun-
gan BPKP, ditemukan kerugian
negara Rp 200 juta. Kedua anak_

anggota Dewan ini pun dijerat
Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 55 ayat
1 KUHR subsider Pasal 3 ayat
1jo Pasal 56 ayat 1.KUHP. Mer-
eka terancam pidana minimal 1
tahun dan maksimal 20 tahun
peniara.

"Peran ketiga terdakwa
(Kicen Adfnyana beserta dua
anaknya, Red) hampir sama,
sama-sama memiliki niat mem-
perkaya diri dengan menye-
babkan kerugian negara," jelas
fPU Meyer Simannuntak dalam
sidang yang berlangsung hanya
30 menit hingga siahg pukul
14.00 Wita tersebut.

Baik terdakrrya Kicen Adnyana
maupun kedua anaknya, En-
dang Astiti dan Krisnia Adiputra,
sama-sama menyatakan tidak
mengajukan eksepsi [keberatan)
atas dakwaan jaksa. "Setelah
berkonsultasi, ketiga klien kami
sepakat untuk tidak mengaj ukan
eksepsi yang mulia," ujar kuaha
hukum tiga terdakwa bansos |ik-
tif sekeluarga, AA Gede Parwata,
dalam sidang kemarin.

Wayan Kicen Adnyana sendiriWayan
sebelumnya dijebloskan

Adnyanasendiri
ebloskan ke sel

tahanan bersama dua anak kan-
dungnya: Kadek Endang As-
titi dan I Ketut Krisnia Adipufa,
pada saatbersamaaa Rabu (5/7)
sore sekitar pukul 16.00 Wita,
setelah serrpat menialani peme-
riksaan penyidik kepolisian sejak
pagi pukul 10.00 Wta. Sang aya[
Kicen Adnyana, yang berperan
sebagai fasilitator dana bansos
fiktil dijebloskan ke sel tahanan
Polres Klungkung.

Demikian pula anak bungsu-
nya, Ketut Krisnia Adiputra, yaqg
berperan sebagai Ketua Panitia
Pembangunan Merajan Sri Atp
Kresna Kepakisan dalam pro.r
posal bansos filcif yang dia aju-
kan. Sebaliknya, Kadek Enda4g
Astititi, yang berperan sebagai
Bendahara Panitia Pembangun-
an Merajan Sri Arya Kresna
Kepakisan dalam proposal
bansos liktil ditahan terpisah
di sel Polsek Klungkung. Ber-
selang 6 hari kemudian, 11 Juli
2017, mereka resmi menjadi
tahanan kejaksaan dan dijeb-
loskan ke Rutan Klungkung,
Selasa kemarin. '6 dar
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Divonis I
sus Korupsi Perialanan Dinas DPRD Kota Denpa$a

Rai Sutha. sendiri
tidak dikenakan
uang pengganti
kerugian negara

yang sudah
dikembalikan oleh
40 anggota DPRD

Kota Denpasar
periode 2009-

2014.
DENPASAR, NusaBali

Mantan Seketaris Dewan
(Sekwanj DPRD Kota Denpasa4,
I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha
akhirnya divonis 1 tahun pen-
iara dalam kasus dugaan korupsi
Perjalanan Dinas (Perdin) DpRD
Kota Denpasar: Vonis leblh ren-
dah dibandingkan tunrutan fpU
selama 1,5 tahun. Hukuman
ini sama persis dengan yang
cliterima mantan PPTK (Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatanl I
Gusti Made Patra.

Dalam sidangyang digelar di
Pengadilan Tipikor Denpasar;
Rabu $2/7) mulai pukul 15,00
Wita hingga 15.30 Wita, majelis
hakim pimpinan Wayan Su-
kanila menyatakan terdakwa Rai

Sutha terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi secara bers-
ama-sama. I Gusti Agung Rai
Sutha yang merupakan Bendesa
Tangeb, Mengwi, Badung ber-
sama PPTK, I Gusti Made patra
disebut dalam membuat laporan
pertanggungjawaban, tidak ber-
pedoman pada aturan yangada.
sehingga menguntungkan pihak
travel sebagai penyelenggara
perjalanan dinas.

Majelis hakim juga me-
nyatakan sependapat dengan

Jaksa Penuntut Umum (fpU),
Dewa Lanang Arya Rahada yang
menjerat terdakwa Rai Sutha
dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI
No 31 tahun'1999 tentangpem-
berantasan tipiko4 sebagalmana
yangtelah diubah dan ditambah
dengan I.JU RI No 20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU No
3l tahun 1999 tentangtipkor jo
pasal 64ayat 1 KUHfljopasal 55
ayatlkelKUHP.

Setelah mernbacakan hal
memberatkan, di antaranya
tidak mendukung upaya pem6r-

TERDAKWA, I GustiNgurah Agung RaiSutha, mantan t"'#H$["6
Kota Denpasar usai divonis da'ianikasus i"rjiA""" Dinas (perdin) di
renggdilal Jiqilq lqgfg', Rabu (26/7).

Ed isi

Hal

[o*,' )r At br7

5

EksSekwanDenpasar

J
1



5ub tsagian Humas dan Tata Usalra BPI( Rl Perwal<ilan provinsi Bali

&tbun6on, '

intah dalam pembt

t:*ll1*l:*ru;"s: # iiq#?,#fil.,,1,;H1T:x:
p" 

" 
a"?-u'"il,,'p";"ii, !l'mi; ffi ?*f l,U;!,Xl! 3;f

il3lil:,1ffi:fffil,1"::.fy-,i 
-^-'i;i;friasus 

ini, eks pprx
r<epaaa t"rJ Jil)ail;'":: sl"n fPeja bat pel.a ka n_a're tn i s' ie -
p_.'",,.,', 

"iii"" ff Jfr:rlii 5f :i?1, J. H,xi :::4,'j:.h1
f; il?*r,Hffi 

p.e;hanan,,, teSas r, 
"r"rn, ""i 

L n un penjara. Kas us

. Rai Sutha ;u*" ;;lllTl- inibera.waldal"ai.li"p."si=t
denda np !d i,,j!il;:::1kqn P"^Tltu"tan kapalitas i"rn'b;;;
tiau. i'[u]l t;uctt8an sub- DPRD pada zrit: y"ng t"iir,
s, tr, 

", " 
i j ii' ;il ; t;ifl : I 

" 
r:11,T,?lT, 

,"Tl 

?fj ,:J,triF;,ii,;uang penggano uu*or,llugST ll"^i*ii'i,i, d iangga rkan Rnyang sudah dikembitikan.oleh tZ.fOti.i+t.Sz5. Rai Sutha dise_40 anggota DpRD K1ga. !r9n; Uri-u".'r."#linasidengan Gede
3,XTlff l;';Eer-"10.1 

+' u'ii td;; ffi il, wrr'riiEi' l, 
"iJitn t&1 r,r,;;ir.,i5i* ilfil-[:?:i'mlH"im:

fiHXUijJ[',Tf"','l# bawatr td;;;; i'i"i"r a"n ii,ri 
"o;]

ftiir"T*Hil#i,{,d,Tri:?1lii.i:JF'f:l";f ,T':*t
h ! g, q I;oi ; ;i' [J;1'"'il,?1 ;r'ffi t: ffiXlr,]lf ; ;ru;
umnya, Ahmad Hadivana me_ . nahm program yang diikutil,{:ffffi:ff 

}"li ffi;H!:'" " i'"'pi.''""r 
"."h a nggota D p RD

-,oa"- p".ii"J,i;ffi 

'|. 
[,?:,i,?ilfr;iru:T:n* i;sebagai Sekwan dan penggur" oir"Eui[]n,""r.iUra perbuatanAnssaran (pA) dalam,o::gjl R;;:"";i;;tetln menyebabkanDPRD Kota Denpasar disebut rn"rnp".Ly""pihak rravel agen,oertanggungjawab dalam pelak_ y;k i'S;il;bt"E Tour & Travetsanaan perjaranan Dinas'DpRD a;'b;il'ffirina wisata danKota Denpasar tahun 201

serugitain{";il'r",r:ff tfl f lft':i"'1"1i:'"A,i1u::i-fi ;Mantan pejabat di Dinas 'renaga Rp 2.292.26g.170. ,fr dar

Edisi

Hal

, lqt't 27 \tt, lelf
t;

t',i ;. i'1...,

,...i.: i. I :
i.jr',i.j,.. ' r Ir...1; i. lrrr. -..'\.\ _'1.' ?, .

\a ": :; ..
\ii::r"t-:


